
∝

I. PENDAHULUAN

Konstclasi gcorall Indoncsia
sangat unik dan stratcgis. Hal ini
daprt dilihat dari letak
kepulauan Indoiesia yang
bcrada pada garis katullstirva,
dan merupakan ncgara
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IRIIPLEMENTASI PERATURAN INTERNAS10NAl,DAN
KEIVENANGAN DAERAH DALAM

UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DISELAT
ⅣIALAKヽ

Eko DJalillo

ABSTR4.CI'
\Ialacca SIrait is a slrait used lor inremational crujse lires localed bet*c.D lhc I (t]rIee)

counlries. namel), Indonesia. Nlalaysia and Singapore. Smce it is intemat;onal shifpnrg route
ard is o\ncd by I (llrce) coastal stales, the valacca Slrail regio las been araDgcLl thr.ugh
agrccmcnt ofl (l[.e) ]ittoral counlries, nimely Indonesia. Nlala)sia and Singaporc. Tripanire
agrenent which has been golemed by dre tlree lr[oral countries hav. fol]owed rhe rules ol
iDlemational marilime law. It is clear iha! Ihe i\{alacca S1ra]l ii e stralcgic region Therefore.
lhe polluliorl of ihe narine envrronflent also need 10 be aivare in drc Strait oi MaLacca.

Ilindling ofenvironmenlal issues in rhe Straits oflr'lalacca a1lhis ti,nc is importanl lbr several
reasoDs. nanely: lndonesia's posrrion as one of the edge of rlr. \Latcrr!3y. the Srails of
Malacca is potentially conia jnated. the right of intenrrioml shipping 6Jough the St.ait of
Malacca. nre le-qal arangemenrs bet$ecD nations cdgc unclcar . aDd the erlirrcemert of lass
relaling to coordiJrarion ben!..n countrics is lot oplimal. GovemDent ol lndoncsia in
prelerriig and tackling pollulion to thc mariDe cnlironmcnl rn lhe Slrails of N4ala.ce vould
not be sefal?ted from the i.t. utional rc-sulalions. Tlis is because lhe Malacca Slarr is

irtenrational \raters pathirays through Nhich lbrcign ships and dre hardlmg will nol b.
scpdrdted lion thc inttresrr of o&er coundes. Wnh lhe enacnnenr of th. La\r on LocaL

Colcmmeilt. drc iDtcD tioDal regulalions are noi only inrpllcated ;r narnnul l.\r.. bul aLsc)

agiinst lhe .rulhorily ofrhe local go\emments $,ho were around the Strairs ofllalaccr iD lheir
ellbrls 1o protect rhe narine en\ irorrmenl iiom pollurion hazards.

kepulauan (d/clrrpcldglc sadlc)
yang berada pada posisi silang
dunia, di antal a 2 (dua) bcnua.
yailu benua Asia da Australia,
sena di antara 2 (dua) samudera.
yailu Samudera Indonesia dan
Pasifik (M. Solly Lubis, 1992:

55).

Demikian pula dengan
perbandirgan wilayah laLLt yang
lebih luas daripada rvilayah
daratan0ya. Sejak tanggal 16

Novcmber 1994, Konvcnsi

Hukum Laut 198) (Uniccl
Natio s Con\,etiio]lon lhe Ld\|
ol the Sea 1982) tclah berlaku
cfcktif (erler into .fbrce).
Dcngan bellakunya konr'ensi
ini. naka luas rvilal,ah
Indonesia adalah 8.193.250
km:, yang terdiri clar-j

2.027.087 krn'? daratan. dar
6.166.163 km' lautan. I-uas
lvilayah laut Lrdoncsia dalat
dirinci meniadi 0,3 juta krn':

laut tcritorial,2,8 juta km:
perairan nusantara (per'airar
kepulauan), dan 2.7 juta knr'
Zona [kono]ni Eksklusif
Indonesia (ZEE) (Kasijan
Ronrimohtarto, 1990: I).

Letak dan kondisi tcrscbut
telah menempatkan lndoncsia
pada posisi stratcgis ditinjau
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dari segi ekonomi, politik, sosial
budaya dan pertahanan
keamanan. Sclail itu, posisi dan
sumber dava kelautan tersebut

luga mencmpatkan Indonesia
menjadi sangat penting bagi
negara-negarii dari berbagai
ka\\,asan. Namun posisi strategis
ini selain merupakan peluang
sckaligus nenjacli kendala bagi
bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita bangsa
(Didik Heru Pumomo. 2004:
21). karena di salrping
rnenlbe kan dampak yang
mcnguntungkan sekaligus juga
dapat mcngancam kepentingan

yang mcrugikan bangsa dan
Negara Indoncsia.

Dengan luls rvilayah 2/3
wilayah kedaulatann)/a (70 Yo

(tujuh puluh persen)) berupa
Iautan. maka \rilayah laut
Indoncsia nrcmiliki surnber
kekayaan laut yang sangat
melimpah. berupa potensi
kekayaan alam hayati maupun
nirhayati. Sumber kekayaan
alam tersebut. 11lenurut amanat
I'asal 33 lJndang-Undang
Dasar i9,15 (UUD 19,15) harxs
dikelol.i secara berkelanjutan
untuk sebesar-besamya

Indonesia. sehingga
nrenimbulkan pcrmasalaha[

Iang kompleks, baik masalah

]ang berkaitan dengai bidang
keamanan, hukurn, ekonomi
maupurl peftahanan ncgara
(Didik Hqt Pumomo. 200,1:

l8).

Laut Dempunyai peranan
dan atti yirng sangat signifikirn
bagi bangsa Indoncsia,
klususnya bagi pembangunan
nasionalnya mcngitgat laut
mcrnpul1yai lungsi fungsi. antara
Iain: (1) sebagai rncdia
perneNatu. (2) sebagai media
perhubungan baik antarpulau
inaupun antarnegara. (3) sebagai
media sunber daya baik havati.
nolrhayati nlaupun buatan, (,1)

sebagai mcdia perlahanan
kcamanan, dan (5) sebagai
mcdia dan - sarana ultuk
membangur pengaruh terhadap
negara lain dalam rangka
penangkalan (Mabes 'f Nl A[-,
l0r:)l). Olch karena itu.
kepentingan Lrdonesia tel'sebut
perlu diliMungi dan diamiurkan
drri kemungkinan penanl'aatan

kesejahtcraan rakyat. Oleh
karcna itu. sangat pcnting
urtuk melindungi lingkungan
laut dari ancarnan pencelnar arl
seperli ancaman pcnccrrar-an
yang bersumber dari kapa1. Hal
ini dilakukan agirr lingkungan
laui dapat dinikmati secara
be.kclanjutan (Mochtar
Kttsumaatrnadja, 1992i 7-8).
baik bagi generasi sekarang
maupun gcncrasi yang akan
datang. Dengan dcmikiar'1
terdapat ketergantungan pada
sumbel kekayaan alam di laut
dalam jumlah dan kualitas
yang memenuhi syarat dan
tersedia secara berkclanjutan.

Selat Malaka merupakan
selal yang dipergurakan untuk
jalur pelayaran internasional
yang terletak di antara 3 (tiga)
negara. yaitu Inclonesia.
Malaysia dan SjngapLLra. Selar
ini merupakan jalur pelayalan
intelnasional yang scmpit dan
dangkal bahkan ada bcbcrapa
titik ra\!al1 yang harus
tlipahami oleh peigguna jalur
pelayaran melaiui selat ini.
Kapal yang melewati titik
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teljadinya

rdwan terscbut harus mematuhi
aturan batas minin1ulr-r [-,'rder
Kcel Clearance atau batas jarak
dasar kapal dengan dasar sclat
yatg diperbolchkan untuk
dilcwati di beberiipa titik rarvan
di Sclat Maiaka agar kapal ddak
kandas. Juga unluk menghindari
tabrakan yang serirg terjddi
karena sempitnya lvilayah selat
tersebut. diperlukan kchatj-
hatian setiap nakoda.

Karena lncrupakan jalr.u'

pelayaran internasional dan
dimjliki oleh 3 (tiga) negara
pantai, maka untuk \,,ila],ah
Selat Malaka tclah diatur suatu
dgreemcnt 3 (tiga) negara pantal.
yaitu Iudonesia. N4alaysia dan
Sirgapl]Ja. 7i'i)to'tite A,<r(ntctlt
yang telah diatur olch kctiqa
ncgara pantai telsebut juga
mengikuti aturan hukun laut
internasional.

Pencemarar lingkungan laul
yang perlu dirvaspadai di Selat
Malaka, yaitu dapat berupa
pencemarau lingkungan laut
akibat tlari turrpahan n'inyak.
Karena sil'at dan karaktcr Sclat
Nlalaka yang sempit dan dangkat
sefta banyak kapal pengangkut
nliryak mentah (l:ery Lurga
Crtde Cdtie r) rnelalui jalur
tersebut, maka seling te{adi
tabrakan kapal pengargkut
minyak di Selat Malaka yarg
rnenyebabkan kebocoran dan
tunrpahan yang men8akibatkan

1],1? LE I..IENI AS I PI]RJTLi RAi'I INTER],,ISION1L
DAN KLIIL \"A N( ;A N I).|LtulH D.1L/1-\l
P JJ RLINDTJNG AN LI\ G KUII G,1N L,1UT

scfia pefiambangan jug,1

ratifikasinya. maupun
ketentuan rcgional dan produk
hukum nasional scfia
peraturan-pcraturan yang
dikeluarkxn oleh Pemerintah
setempat.

Penanganan masalah
lingkungan hidup di pelairan
Selat Malaka pada saat irli
nrcnjadi penting karena
beberapa hal:

1. Posisi Indonesia sebagai
salah satu ncgara tcpi Sclat
Malaka;

2. Perairan Selat \,lalaka
sangat berpotensi tercemar:

3. Adanl,a hak pelayaran
intemasional melalui
perairan Selat Malaka:

pcncclnaran

lingkungan laut. Olch sebab itu.
semua instansi tcrkait harus
memahami aturannya sccara
komprehensil, baik itu ketentuan
intcmasional mengenii huku
laut dan ketentuan pelayaran

,1. Pengaturan
antamegam
jelas:

5. Pcncgakan hukum yang
berkaitan dcngan
koordinasi antarnegara
belum optimal.

Penltnganan masalah
lirgkungan hidup rnerupakan
upaya perlindungaD atas
sumber kckayaan alarr. dan
sumber kekayaan aLam ini
tcrdapat pada wilayah perairan
Sclat Malaka, yang juga
meruPakar \\i1a1,ah pcrairan
Indonesia-

Dcngao demikian, arti
pentin!nya pcrlindungan
lingkungan laut Indoncsia
mencakup kondisi lingkungan
laut, pengaturan terhadap
lingkungan laut, tqlnasuk
adanya hak jntcmasional atas

h ukurn
tepi belum
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perairai Selat Nlalaka, dan
upaya peregakan hukurr pada
kasus pencemarai lingkungan
laut.

II. PER\IASAI,AHAN
Sclat Malaka merupakan

perairan intcmasiooal terpadat di
dunia yang dilalui bcrbagai
kapal sehingga ha1 ini sangat
rawat terhadap terjadinya
pencernaran yang clapat

diakibatkal kaena adarya
pembuangan limbah maupun
akibat tumpahan minyak dari
kapal tanke. yarlg mengai mi
kccclakaan. FIal ini dapat
menimbulkan dampak tcrhadap
li[gkungan laut yang ada cli

pcrairarl Selnt Malaka.
Pemcrintah Indonesia dalant

rnenanggulangi pcncclrararl
terhadap lingkungan laut di Selat
\4alaka tentu tidak dapat lepes
dui pcraturan-peraturaD
intemasional. Hal ini clisebabkan
karena Sclat Malaka merupakan
perxiran jalur intffnasional yang
dilewati oleh kapal kapal asing
scrta dalam penanganannya
lidak akan terlepas dari
kepentingan negara 1ain. Dengall

Ill. Kewenangan Ncgara Pantai
dalam Pcrlindungan Laut
l. 'feori Perlindungan

Lingkung:rn Laut
Tcod tcntang pcrlinduDgan

lingkungan laut dalam
kerangka hukum intcmasional
(cialam hal ini hukum
lingkungan
sebenamya

internasio11al)

merupakan
akumuiasi dari The Principle of
Ndtiolldl Sotereig ity and The

freedom of The High Sea.

Umumnya, argumentasi yang
dikemukakan di sini adalah a

righl on the part ol d state
thrcot" "i tith Ptt|ironn"nt.tl
itljLo_y _from sources beya d ils
territoridl juriscliction- at least
where lholie so rces 11rc

located on the high seas, ta
lake redsondble dction ta
prete t or ctbate that iiu\;'
(Daud Silalahi, 1992: 1iG
131)

Pcrkcmbangan leori

Lndang tentang Pemer-intahan
Daerah. maka pemturan
rnter-nasional toscbut tidak saja
berinplikasi pada hukum
nasional, tetapi juga terhadap

dibcrlakukannva Undang-

tcrhadap

pcrlindungan lingL-ungan laut
clapat ditclusuri da.i pcndapat
Grotius, yang dikenal dengan
teoil;rya mare liberun, yar,g
mc1randang bahrva
pemanfaatan lingkungan laut
berdasarkan konsepsi the

f'eedom ol lie red. Pendapat
ini dimaksudkan untuk
memcnuhi kcbutuhan
pelayaran intcmasional bagi
perdagangan, atau sebagai .lrs

`077・

″ilr″ :S

lヽ4cngcnai perikanan,
Grotius mempunyai pandatgai
yang scjalan dcngan konsep
kebebasan di laut lcpas.
Ierikanan harus terbuka bagi
selIlua orang, hai ini
didasarkan padx pendapat
bahwa laut merupakan sumber
kekayaan yrurg tidak dda

ke*,enangan
Perncrintafi Daerah yung berada
Ji sekitar Sclat Malaka dalam
upava mcrcka melindLlngi
iingkungan laut da bahaya
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habisnya- Tcori ini ditentang
oleh Scldcn. yarrg dikenal
dengan teori nare claLrsunt, ta
menyatakan bahwa argumentasi
yang mcnyatakan hut
neruprkan sumBcr kekayaan
yang tidak tcrhabiskan
(inexhaustible) sama sckali tidak
bcralasan (Hasjim Djalal, 1979:
l,l-15).

Selanjutnva,

I 11 P Lt\ M t,NTtlSl PEtu1TL,,&1,\ -LVIrR,\7.VO,\ra
DA N KE II'EI :1NG.1}' D1E R,1H LIL-1 M
P E RI IN D L; NG.1 N L I \' G K U NG A i\' LA L.tt'

./t / ,r. sed yang pada wlktu itu
didasarkan pada alggllpan
bahwa "a// sldc possassed
their shores i lho:re pdrts al'
the sea thdt touchcli their
shores." hingga sckar-ang
rnengalami perkembangan
yang pesat (M. Daud Silalahi.
1992:224-226). OIeh sebab itu.
dari sudut sejamh latar
belakang pcnguasaan kckavaan
alam di laut dapat diidcntifikasi
sekurang-kurangnya 3 (tiga)
hal pokok (M. Daud Silalahi.
1992.224-226)l
a. Aspek ekonomi dan

pelsoalal1
dipcrdebatkan

yang
antar'a

Grotius dan Selden tentang
laut bebas dan laut teflutup.
juga dipersoalkan asp".k
ketcrbatasan kckavaan
alam hayati laut yang

hingga sekarmg mrsih
tetap relevan:

b. Doktrin nure liberum d,ai
Grotius juga mcngakui
adanya kebutuhan negara
pantai untuk nenguasai
baglan 1a\l Qnaritime .otiel
yang didasarkan pada
praclical nee.l yang
kcmudian dikelal sebagai
laut tcritorial yang jatuh di
barvah kekuasaan ncgara
pantai. sedangkan
lingkurgal laut di luarnya
mcnjadi laut lepas;

c. Perkcmbangan yarrg terjadi
setelah l'erang Dunia II
yang diarvrli dengan
gcrakan

mengajukan teori lang
melupakan komprolni alrtara
teori mare liberunt tla:n ntarc
cla sum dcngan membagi laut
dalam 2 (dua) bagiarl. \,akni laut
yang berdekiltarl denean pantai
(ddjace t sca) dapat jatuh di
barvah pcmilikan atau
kedaulatar negara pantai
(Mochtar Kusumutmadja. 19E I :

17-19), scdargkarl di luar itu.
laut bersilat bcbas. Dalam
pcrkcmbangainya, pacla abad
pnlcngahan, doktrin kedaulatan
modern didasari oleh 2 (dua) hal

.vang mendasar- yaitu (M.D.A.
Frccrnarl, 1985: 246-2,17):
a. Pada satu segi, kedaulatan

timbui karcna adan)a
kekhawatiran dari ncgala-
ncgara nasional yang baru
merdeka untuk nenegaskan
kemeldekaan total. tennasuk
pcr'lgcmbangdn
perckononiannva,

Pontiuus

dan
intenensi

feodal atau
menghilangkan
bangsa-bangsa
inter'vensi
bcsar;

1lcgara― ncgara

b. Pada scgi lain. merupakan
akumulasi dari iegara-
negara baru mcrdeka untuk
membentuk hukum baru bagi
pengaturan wilayahnya.
Dengan berkembangnya

konsepsi ric ne\r econonic ule

pcngttasaan

kckavaan alam rlan
lingkungan laut.
berdasarkan Prcklamasi
Truman 19,15 oleh Amerika
Serikat. Sebagai dasar
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falsalah dari perlindungan
lingkungan laut adalah
pefiimbangan nilai-nilai dan
iasa keadilan secara luas.
baik dilihat dari segi moral
maupun da segi kehidupan
sosial terhadip negara pantai
dan pengguna laut (yang
mclal-ukan kegiatalrusaha di
laut). Mcrcka ya11g

melakukan kegiatan atau
usaha untuk mempcrolch
keuntungai bagi dirinya
serldiri adaiah wajar bila
hams menanggung risiko
akibat kcgiatannya.

2. Ke$enangan Negara
Pantai dalanr
PerlindungaIr Lingkung:rn
Laut
Negara pdntai cliperbolehkan

lrleli11duigi liDgkulgar lautnya
dcngan mcnctapkan kctcntuan-
ketentuan khusus guna
ltre[cegah

rvilayah lingkungan laut sccara

kcscluruhan. wilayah pantai
yarg scnsitif dapat lebih
diutamakan. pada wilayah ini
diperlukan upaya perlindungan
yang lebih ketat dibanding
clengan rvilayah laut lainnya
(Comn ttee on Shipbome
Wastes Marine Board-
Commission on Engirccring
a d Tcchnical Systems
National Research Council.
1995:50-51).

Bagi negara yang
mempunyai pantai lcbih
panjang, kcmungkinan risiko
pencemaran lebih tirggi
dibanding ncgara yang
nempunyai pantai pcndek.
Pantai yang p njalg lebih
kompleks interaksinya dcngan
faktor-faktor lingkungan
lainnya, schlngga jika terjadi
pencemaran akan lebih
menyulitkan dalam hal
perlanggulalgannya (lN{O,
1988: 2). Adapun laktor yang
harus
meliputi:

diperlimbaigkan

tndricuhure, hird and oLher
]/'il.llife, areir; of pLltticulat
en|ironnentdl sigllificdnca,
e-S- nellatlcls, induso-iul use

searttcr, e.g- itl Poier
steliorl.r, lesdlitloliol plal1!s.

Llm.n ity bcac h?s, .rdch t i ng anl
other recrcdtiatlal licilitia
(lMO, 1988: 2).

Dari hasil penelitian-
pcnclitiar yang tclah
dilakukan, dapat diketahui
bahwa lingkungan laut
memang sangat rentan
terhadap zat pencemar (sl7eci.r/

etlvirotlmenlal se sitite).
Dengan demikial, ncgara yang
akan membuat kctcnfuan
khusus pada lingkungan

terjadinya
peicemaran dad kapal dalam hal
situasi-situasi khusus. rnisalnya
dergan alasafl teknis yang diakui
bcrkaitan dcngan persyarata[
menyangkut bidang ckologi dan
oseanograli, demikian pula
dengan pengguiaan sumber-
sumbcr dan sifat-sil'at khusLLs

dari lalu lintas pclayaran. Juga
clidasarkan paclir silat lingkungan
lautnya yang unik, berdasarkan
pcrtinlbangan adanya sistem
nilai khusus dalam sctiap negara
\the s.tsten o/ fi1lues pret,ailing
in each coltnt\)) (M. Daud
Silalahi. 1992: 135).

unttuN perlindungan
lingkungan laut pada d.ierah
\ ang sangat luas. kemungkiian
icrdapat wilayah-wilayah
lingkungan laut tcficntu yang
menjadi prioritas, karona tidak
rrungkin untuk mclindungi
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lauhyc, harus discrtai dengai
bukti-bukti yang dapat
dipcltanggulgialvabkan sccara
ihriah, juga diseftai dcngan
tcknik ]rang mendukunS dan
inlbmasi yadg akurat.
Ketentuan-kctcntuan khusus
tersebut harus pula diiringi
dengan kervajiban-kewajiban
untuk
kepentil1ga[-kepentingan
intcmasjonal melalui perairan
nasional, nlisalnya dalam bentuk
atiarya hak lintas bagi kapal-
kapal asing (Jeffrey S. Dchncr.
1995:12).

Kctcntuan-kctentuan khusus
bagi penoegahan. pcneumngan.
dall pengendalian pencemaran
lingkungan laut vans bersumbef
dari kapal harus diberitahukan
ke\Jada hnernational .lluriti e
Organi:atiau (l\1O). sebagai
organisasi yang berkornpeten.
Faktor-lirklor yang perlu
ncnjadi pe imbangan mcnumt
IMO mcliputi (IMO. 1983: 2):
a. dvaildhility al local

knowledge;
b. the procticalit.,- ol protecritg

a pdrticultir resoLtrcc;
c. relatile importonce of

co petitlg demands;
d. \'aridtiotls in priorities dlc

lo seasonal .factars, sltch als

.lish atd bird breeding
r;eason and holiddy season;

e. allerllioh might he
nec?ss7r!^ k) thesc prio tic.\
if some resotrrces are
impacted before defen<cs
ctol be estdblished-

3. Yurisdiksi Pencgakan
Ilukum Lingkrrngan di
Lnut
Adanya pembahan-

perubahan dalam !,urisdiksi

II,IPLEMENT1SI PERITURA\- I\'11.:R i\.15 tO NAL
Dl]n KEIr-E NAN(;.1 i' DA l: ll1 I t l),tlLAM
?ERLINDL t-(;),\: t.tt\G KL ,\(;.1i L)LiT

penegakan hukum fada rrcgara
pelabuhan (pori sl/rlc) dan
iegara pantai (coastcl starc\ dt
samping negra bendera 1/1ag
s/dre), baiyrk diperclebatkan
olch masyarakat irtemasionrl.
karena ha1 ini menrpakan rer isi
yang cukup radikal terhatlap
hukum yang ada scbclumnva.
Dalam kerxngka revisi atas

)uisdiksi penegak.m hukunl
tcrdapat 2 klua) hal )'ang
pokok (A1an E. Bo_vlc. 19351

t 2- l4).
Hal pokok pertama, aclanya

kcrvajiban negara bendera
untuk menjamin dipcnuhinl'a

Persyaratnn yan-g terdapal
dalam ketelltuall-ketentuan
intemasional olch kapal kapal
yang memakai benderanva.
Kapal-kapal teNebut hrrus
mcmakai standal-standar' )ane
diperlukan bagi pcnccgaharl
pencelllaaan.

Kapal-kapal tersebut harus
m orpcrolcl'r

mengakomodasi

scllillkat

internasional atas kclayakan
kapdlnya untuk berlayar. Jika
kapal-kapal ylrrlg menlakai

melakukan
pelanggaran. maka egara
beldera harus menjamin
adanya penghukuman vang
mcmadai atas pelalggaran
tersebut.

Hal pokok ke luq adalab
bahrva kekuatan tugas yang

dibebankan padu negara
beiidera saja tidak cukup untuk
melakukan pcncgakan hukum.

bcndcranya

Untuk mempcrtinggi
keet'ektifan penegakan hukum,

aka upaya i dapat
dilakukan oleh negara
pelabuhan sebagai pelengkap
utanra pada kckuatan ludscliksi
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negan bendera. Yurisdiksi
negara pelabuhan di sampirlg
tidak nrembahayakan bagi memperoleh ltltertvlional Oil

tahun agar
memakai

kapal yang
benderanya

navlgasl, ,uga

pemenuhan

mcmudahkan usaha pengadaa[
tasilitas untuk melakukan
lnvestigasi dan' mcngumpulkan
lakta-lakta (Alan E. Boylc.
1985: 14)

Pcnambahan yuriscliksi

′η′l・ ″η

“

′″

penegakan hukum pada negarl
pantai didasarkan oleir akibat
yang dlrasakar oleh negara
pantai jika terjadi pcnccmaran
lingkungan laut. Namun perlu
pula diperhatikan, bahrva

sebelum negara pantai atau
negara pclabuhan melaksanakan
penegakan hukum terhadap
kapal asing, negara bendera
harus dibcri kcscrnpatan untuk
melaksanakan yurisdiksi serta
kewajibainya sesuai dengan
kctcntuan-kctcntuan
internasional. Keterltuan ini jclas
menimbulkan kontradiksi jika
kapal tcrscbut melakukan
pencemaran pada lingkungan
laut suatlL negara pantai yang
mcmcrlukan tindakan segera
dalam poranggulangan
pe[cemdran lingkungan 1aut.

\IARPOL 73/78 mensyaratkan

lurisdiksi penegakai hukum
dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
L Mengadakan inspeksi untuk

llncttamln

memelluhi
MARPOL'S Stunddrls.

Ncgara pelabuhan juga
rremiliki kewenangal untuk
menginspeksi kapal-kapal yang
berlabuh di negaranYa dcngan
mclihat apakah kapal-kapul
tersebut telah nemenuhi
standarisasi yalg tqdapat pada
MARPOL dmgan melihat
senifikat IOPP. Negara

dapat pula
inspcksi

nrcnycluruh jika kapal tersebut
tidak mcmpunyai sertifikat,
juga jika ada keraguan
terhadap kondisi kapal yang
pacla waktu itu sudah ticlak
sesuai lagi dengan standar
\4ARPOL seperti yaig
ter-tuarg dalarn sefiifikat IOPP.

Komloncn le rfua dalarr
penegakan hukum berdasarkan
MARPOL ndalah nonitaring.
MARPOL n]ensyaratkan setiap
ncgara dapat bckcrja sama
untuk rncndctcksi kapal-kapal
yang melakukan pelanggaran.
Dalam hal memonitor sl,lps's
oil record boolr suatu kapal,
negara pelabuhan diberi
wcwcnang sclarna kapal
tersebut bcrada dalam uilayah
yuriscliksinya.

Komponen kc tiga tlarr
peneg.rkan hukum pada
MARI'OL adalah

lcbih

Ccrtilicate (IOPP). waktu
inspeksi selanjutnya dapat
berbeda-beda- namun waktu
minimum inspcksi adalah
sctiap 5 (lima) tahun. Sertifikat
ini menunjukkan bahrva kapal
tersebut layak ul1tuk berlayar
dal1 telah

pelubuhan
melakukan

techticdlst0ndard.
L Mcmonitor kapal-kapal bagi

clischarge

3. ir{enghukum kapal-kapa1

) ang melakuka[ peianggaran
tcrhadap staldar yang telah
ditcltukan dalam MARPOL.
Komponen pertdmd, negtra

'oendera mclaksanakan ilNpeksi
Jalam kurun waktu 5 (lima)
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pcnghukuman. Pcnghukuman
dilakukan bagi kapal kapal yang
illegally discharged ail-
Kervajiban investigasi bagi kapal
dilakukan oleh negara bendera
dengan rnelakufan proseclur
hukum. Dengan semangat kerjii
-sama, legam bendera harus
segera ncnginformasikan
laporan pclanggaran tcNebut
kepada negara-negara Iainn_'_a.

Negara bendera harus
memberikai hukuman )ang
cukup keras terhadap
pclanggaral〕

MARPOL
Dcngan

dipellukan suatu inrplcmcntasi
yang tcgas tedladap ketenturn-

ketentuan

demikian.

keselamatan

ketetltuar in!etuasional.
Ketentuan-ketentuan
intcmaslonal jug" -iangan
ber-komprorni terhadap rcgiordl

scpa]“ ang

persyaratan
pelayaran. Penrasalalial] akan
tcdawab jika dilakukan
pengetatan dalam inspeksi
terhadap kapal-kapal lang akatl
melakukan pelayaran.

Proscdur tcrhadap inspcksi
kapal-kapal merupakan kunci
dari bagiar mata rantai
responsibilit.v
chssAcatioll
charteres, _flag states, dtll pat'!
.rfrilcs terhadap lingkungan laut
negara pxnlai.

Cldssification societies
mempakan prinsip yalg standar
da.i shrktur kapal dan esensial
sistem mesin kapal, dalarn hal

ketentuan MARPOL
cliperLrkan oleh negara pantai
da11 negara pelabuhan yang
ditcnrpatkan pada pelabuhan-
pclabuhan suatu legara (Ora[
R. Yourg, 1999r 12).

4. InplementasiPerrturxn
Hukum Laut
Internasiolral dalrm
Peraturan IIukum Laut
Indolresir

∝

rC91′ ll C7η C7?′

pemyaratan legional terscbut
bertentangan dengan pers]aratan
yang dibuat oleh I\{O.
Kekuralgan dari implcmentasi
sangat berhubungan dengan

! I'I P t, I: iI E N T A S I P E ?lTLifu1]'I ]].ITE RNJIS ]O N1L
D/N KELTEN,ING.1N DIERlH DAIAItI
P t. R t. t N D U NG AN L ING K L-r,G ilN LIUT

ini merupakan pengakuan dad
technical bdsis lbr de li.rcrittg
saler ships and cleaner seas.

Negarx pelabuha11 mempakan
kunci dan berinisiatif dalam
mempromosikan kcsclarnatan
pelayaran dcngan meiakukan
irspcksi scbagai I'ort Sxlte
Control (PSC) terhadap kapal-
kapal yang berlabuh di
negamnya. Terlebih lagi dalam
masa periodik dari tanggung
ja.,r,ab ncgara benderiL untuk
rnclakukan inspeksi terhadap
suatu kapal nerupakan pcranan
ilspeksi yang dilakukan negara
pclabuhan. Sebagai upaya
perbandingan dalarr
mengantisipasi
pcnga\vasan

dan
terhadap

kctentuan-ketentuan MARPOI-
73178, dapat dilihat kcbijakan
publik Ncgara Aurerika Serikat
yang mempunyai sistem Porl
State Cantrol IPSC), Vessel

l'ralJic Senice (L"TS), dan
Alcohol Testhg ol Vesscl

a'apldn?i (Wayne Talley. 1995:

r9r).
Dengan demikian, tcrlihat

bahwa r{crlcnang rcgara
pantai dan negara pelabuhan
cukup besar clalam penegakan
hukun di laut. Suatu sistem
equirne l slanddrd dan scgala
fasilitas untuk mendukung
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亦
keunlunganImplementasi merupaka

upa,va pelempan suatu
perjanjian intemasional melalui
ruatu pcrafuran hukum nasional
dengan ketcntuan yang bersif'at
lebih larjut. Perjanjian
intemasional " y*g telah
diratilikasi kcmudian menjadi
ilukum nasional. namun hal itu
belum cukup memadai untuk
diiaksalakan. Oleh karena itu.
dibutuhkan peraturan
pelaksanaan laimya sesuai
dengan pasal-pasal perjanjian
internasional terscbut.

Implementasi suatu
pcrjanjian internasional menjadi
sangat pcnting dan diperlukar
untuk dapat nemberikal
rnasuka[ baru sehingga dapat
nrcnambah waNasall bagi
perkenrbangan hukum nasional.
Terkarlang. ada pcratulan-
pcraturan yaig belum diatur
dalam hukuln nasional, maka
perjanjian intcmasional yarlg
iclah diratillkasi tersebut
cliharapkan dapat menambah
kekurangan yang ada di dalam
sistcm hr.rkum nasional. Scbagai
contoh adalah ketentuan
mengenai sefiilikasi
intemasional. pcncegahan
pcncernam[ lintas batas, dan
mekanismc

untuk
meningkatkan dan mendorong
pembangunan nasiollal.

Ratilikasi suatu perjanjian
intenrasional harus
diimplemeitasikai melalui
kctcntuan-ketentua[ yang
bcrsifat tjndak ladut atas
pcr allJlan intomasional
tersebut. Di barvah ini ialah
perundang-undangan nasional
yal1g merupakan tindak lanjut

inlonnasi ya g belum diatur
dalam sistem hukum nasional.

N{eratillk si suatu pcrjadiar
intcmasional bagi hrdonesia
dapat ncningkatkan kerja sarna
internasional dan hubungan
antarnegara yang luas. Selain itu,
baituan luar ncgcri baik yang
'oerupa pendanaan maupun alih
lcknologi sefta bantualr iloiah
scpcl-ti yal1g telah tercantum
dalam suatu pcrlanjian
lntcmasional dapat mcmbcrikan

pcコ allJlan

intcmasional bidang kelautan
yang telah diratifikasi dcngan
menyebutkan secara tegas
adanya ratilikasi tersebut
(Andrcas Pramudianto. 201 1 ):
l. Undang Undang Nomor 6

Tahun 1996 tentang
Pcrairan Indonesia.
Undang-undang id

merupakan pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Pry lahun
1960 te.targ Perai ar
Indoncsia, yang nengatur hal-
hal rnengenai: wilaylth perairan
Irdonesia. hak lintas bagi
kapal-kapa1 asing, pemanl'aatan
pengelolaan perlindungan dan
pelestarian lingkungan pcrairan
Indonesia, serla penegakan
hukunr di peraian Indonesia.
Dasar hukum undang-uldalg
iri juga menyebutkan ratifikasi
atas Konvensi Perselikatan
Bangsa-Batgsa (PBB)
mengcnai Flukum LaLlt 1982.
Dalam bagian Mengingat,
dinyatakan Pasal 5 ayat (1) dal1

Pasal 33 ayat (3) U[JD 19,15

sefia Undlng-Undang Nomor
17 Tahun 1985 tentang
Pengcsahan Lrnited Nations
Contentian on the Law of the
Sea 1981

2. Pereturan Pcrncintah
Nomor l7 Tahun 1974

dari suatu

penelusuran
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3. Keputusan !lcntcri
Pσhllbungan NomOr KM
167′ HM 207'PHB-86
tcltangga1 27 0ktobcr 1986

tentang
Intemasional Pencegahal]
Pencemaran olch Mirl)ak
da Scrtifikat Intemasional
Pcncegahan Pencemaran
oleh Bahm Cair Beracun.
Keputusan

scrillkat

pcngcmbangan dan pcmhoran
penilaian. kemudian produksi,
peninbuian. penuarlan. dan
konscnasl. Diatur pula
mengenai masalah r ur-isdiksi.
nengenlli daerrh perbalasan.
\r,c\{cnang pcil}idlkan. dan
ketentuan pldana. Peraturan
perneriltah ini rnerupakan tindak
lanjut diratilikasinla 3 (tiga)
Konvcnsi flukurn Laut 1953.
yuitu: KonYensi mengenai Laut
Lepas. Konveisi mengenai
Landas Kontincn. dan Konvensi
rnengcnai Pcrikanan dan Surrbcr
Daya Hayati di Laut Lepas
mclalui pelsetujuan Delvai
Penvakilan Rakyat (DPR) Iang
produk hukunlrya bcrupa
undang-undang. l)alam
pdaturan pernelintah i]]i secara
tegas dinyatakar adarrva
latifikasi yang bcrbunli scbagai
berikut: 'Mengingat: ... (r.

Undang-Undalg Nonor 19

Tahun 1961 tentang Perseiuiuan
atas Tiga Konvcnsi Jcnc\! a

Tahun 1958 mcngenai Hukum
Laut (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961

Nomor 276- Tambrhan

Perhubungan ini dikcluarkan
dalam upaya melinclungi
lingkungan laut. Selaifl itu,
juga dinyatakan sccara tcgas
bahwa Pcmcrintah ludonesia
turut memiilikasi Konvensi

pemboran

Mcntclr

lntemasional

konversi

diratifikasiny.r konvensi

tc tanq
Pencegahan Pcnccnraran dari
Kapal 197t3 dan Protokol 1978.

Hal ini dinyatakai dalarn
bagian pcrtimbangan
keputusan yarlg bcrbunyi:
''Mcnimbang: a. bahrva dalam
rangka melindurngi kelesta an

lingkungan laut dengan
I(cpufusa1l Prcsiden Nornor ,16

Tahun 1986, pada tanggal 9
September 1986, Iemeri[tah
Indolesia telah mengesallkan
Konvcusi Inlcmasional tcntang
Pcncegahan Pencernaran clari

Kapal 1978 dal1 l'rotokol 1978

te$ebut
(Internalionul CclnyenLio .lr'
Lhe Pre|e titrl of Pallutiotl
fi'on Ships, 1973 and the
Protocol of 1973 Relatittg
,rer-clo)." Keputusan Mentcri
Pcrhubungan ini jugo
merupakan tindak lanjut atas

tersebut besefia protokolnya
seperti dinyatakan dalam
bagian pe inbalgannya: "b.

∝

tentang Pengawasan
Pclaksanaan Eksplorasi dan
Ekploitasi Minyak dan Gas
Bumi di Dacrah Lcpas
Pantai.
Peraturan p'crnclintah ini

rnengatur masalah instalasi
petambangan, pipa penyaiuran.
penyelidikan geologis da]1

geotisik, penyelidikan dasar.
pclrgguoaan bahan pclcdak.
Peraturan pcmcrintah ini juga
menata mengenai usaha
pemanlaatan. sepeftii pemboran
eksplorasi,

I M p L E ME NTAS I p E MTLTRtN,/,\ 7/rR,\rya)]\.a/.
DAN KEIYI:NA t\"G) N l )A l.R) I { DA l} M
PERLIND UNG ),\ L ]\ G K{. NG )N L,1IJ' 1

Lenbaran Negara Republik
Indonesia Nonor 2i I8). '



″RI′ /t てヽ,ヽNO ′ITH2′■] ♪ヽ√こ4Rア Pθ ′3

⑩
bahwa sebagai tindak lanjut dari
pqlgesahan Konvensi tersebut
dipandang perlu menetapkan
Peraturan tcntang Se ii_lkal
lnternasional Pencegahan
Pencemarau olch Minyak dan
Sefiiflkai ' Intcmaslonal
Pencemaran olch Bahan Cair
Beracun bagi Setiap Kapal yang
Memasuki atau Berada di
Pelabuhan atau Teminal Lepas
Pantai Indonesia."
4. Kcpufusan Menteri

Perhubungan \omor K\l
215/AL.506/PHB 87

tertanggal 19 September
1987 tentang Pengadaan
Fasilitas Pcnampungan
Limbah clari Kapal.
Keputusan Nlenle

Per_hubungan ini mcrupakan
upaya melindungi kelestarian
lingkungan laut dnn sebagai
tindak lanjui atas diratiilkasinya
Konvensi lntemasional tcntang
Pencegahan Pcnccnraran dari
Kapal 1978 dan Protokol 1978.
Hal ini dinyataka dalam
pertimbangannya:''b. bahwa
scbagai tindak ladut dari
pengcsahan atas Konvensi
tersebut, pcrlu rnenetapkan
peratur'im tentang Pengaclaan
Fasilitas Penarnpr.rngiur Limbah
dari Kapal." Dalam bagian
\lengingat juga ditcgaskan
adalya ratilikasi atas konvcnsi
lni seperti dinyatakan:
''!lcngingati ... 4. Keputusan
Preside Nomor 46 Tahun 1936
(BN. No. 4437 hal 88) tentang
Pengesahan hlLenlatk al
Con\cntion _for llle I'rerenlio of
Pr:lluion fi'om Ships, 1973 and
the Prolacol o1 1978 Relating to
ht t ernaliona I Conventi on.lb r the
Prereltioit of Pollution fi.om
Ships, 1973."

5. Keputusan Mcntcri Ncgala
Lingkungan Hidup Nornor
Kep-45iMBNLH/l t/ I996
tertanggal 19 November
1996 teltang lrograrn
Pantai Lestari.
Keputusan Mentei Negara

Lingkungan llidup (LH) ini
dikeluarkan ulltuk mcncegail
tciadinya penccmaran alau
kemsakan lingkungan di
uilayah pantai. Keputusan ini
juga berkaitan dengan tindak
laljut ratifikasi Ko]rverlsi
Intcmasional mcngcnal

Pencegahan Pencernar-tn yang
Berasal dari Kapal
(Interndliotlal Co1 ,etiti.r1 fot
fie Prerenlion ql l'olltnion
.fiom Ships 1973 ancl Thair
Protocol) yang mcnvatakan:
''Meogingatr... 7. Kcputusan
Presiden Nomor 46 I ahuD

1986 tentang Peigesahal
I ternationdl ContenLion .rt.tr
the Pretentk) o[ Pollution

/i'on Ships 797J besefta
Protokol.'

lV. Penegakan
Upaya
Lingkungan
illalaka

Hukum dan
Perlindungan

Laut di Seht

l. Kervcnangan Dacrah
dalam PeIranggulangan
Bahaya Pe[cemaran Laut
dalam Upaya
Perlindungan
Lingkungan Lnut di Selat
Nlalaka
Dalarn bidang lingkungan

hidup, kervenangan Pemerintah
Pusat dan Pcmcrintah Dacrah
sangat menentukan. tctapj
dcngan adanya l-lndang



rahun      2009 tentang
Perlindungan dan Pengelojaan
Lingkungan FIidup dijclaskan
bahwa Pemerintah Pusat

membeikaD ke\\ eiangan yang
sangat luas kepada Penerintah
Daelah dalam mclakukan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah
masing masirg )ang diatur
dalam Undang-Undan! \omor
23 Tahu[ 1991 tentang
Pengclolaan t-ingkurean Hidup.

Daerah rremiliki hak dan
wewelang sefta berkewajiban
mclnanfaatkamya. memelihara
tlan mclcstarikan lingkutgan
laut dengan cnctapkan
pelaturan tentanS navigasi.
perlindungan alat dan litsilitas
navigasi, pcrlindungan kabel dan
pipa laut, pclcstariarl sullber
dayr laut serta tentang pcnclltian
ilmiah kelautan Pencemarrl
laut sebagaimana menumt
Group of Experts otl Scientific
Aspect of l[arine Pollution

d五dcntiflkasikan sebagai
berikut: 'Ilrc ittrocluclian b!-

men direclly or irulirectlv ol'
substctfices ()r elter..t iulo
nuu'itte enri ronmeu ( inc lu ditg
esnunies) rcsulting in such
dcleteriotrs effbct as: hatn to
living rcso rcas, hazard to
huntdn health, hindrance to
marine dclitity, including

.lishing. impairnen! ol quali!.t

/itr trse o/ sea wdter atli
redtrction ol dmenities."

MeI1urut sil'ahrya.
penccmarar laut khususnya
olch tumpahan minyak bumi
tidak mengenal batas geografis
suatu Dcgala, karcna l'risa

rncnycbar disebabkan karena
geiornbang. arah angin dan
kecepalan air- laut. Dar-i

prcscntasc pc ccmarall laut.
minyak bumi menduduki
pr-esentase terbesal jika
dibandingkan dengan bahan
yang lairl scpcrti kotoran
manusia. sampah pertaniall.
pupuk buutan dan limbah
tekstil maupull pulp (Ceorge
Kent. r./ a1. I9U5: 268).

Bcrdasarkan kervenangan
Pemer-intahln Daerah yilng
belada di perbatasarl Selal
Malaka dalam pcnanggulangan
pencelraran di laut akibat
limbah khususnya oleh adanya
tumpahan minyak dari kapal
tangker yang scdang lintas laLlt
maupun lcgo jangkar dapat
ditarik bEberapa klitelia yang
dapat digunakan sebagai tolok
ukur apakah suatu kapal taiker
atau kapal lainnya nrclakukan
pcllcclmaran di      laut

、vilayah′ tcritorial dacrah atau

tidak

∝

Undang Nomor 32 Tahun 200,1

tentang Pcmcrintahan Daerah
maka kcwcnangan pcngclolaan
lingkungan hidup mcnjadi
terbrri I (Jur). H:l ini daprt
dicernati thlam l'asal I ayat (,1)

dal1 ayat (5). Pasal 10, Pasal ll,
Pasai 1,1. dan Pasal 17 Urldang-
Undang Nonor 32 Tahun 200,1.

sedangkan bagi daerah yang
memiliki laut dibcri kcwcnangao
ultuk mengelola dan melindungi
sumber lautnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 Llndang-
Undang Nomor 32 Tal'lun 200,1.

Sedangkan kervenangan
daerah dalam pengelolaan
lingkungan hidup menutut
Undang Undanq \omor 12
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Kritcria yang dimaksud ialJ■

scbagai bcrikut: /セ″″′″α, kapal

taよcr atau kapal lainnya scdang

mclintas laut 、vilayallltcritorial

dacmh,  mcnumpahkan  ttau
mcmbuang limbah (minyak)
sccara lmgsutt kc d証 皿 hut
atau timbulnya tumpahan limbah

(minyak) kc dalalll laut yang
dist‐habkan  karcna  kccclJ(aan

kapal Kt ′″α,akibat kccclakaan
kapal tcrscbut mcmiliki akibat

buruk   yaitu   mcnycbabkan
rtlsalolya kckayaan hayati laut,

kcschatan  manusia,  kcgiatal〕

manusia   di   laut   sclta
mcnurunkan kualitas kcgunaan

air laut

2 Kendala  yang  Dhadapi
olch  Pcmerintah Dacrah
daiam Pcncgakan Hukum
Pencemaran  Lingkungan
oleh    Linibah    dan
TunlPahan  iヽlinyak dari
Kapal Tanker Asing di
Selatヽ1■laka

Kcndala  yang  munょ in

dihadapl    olch    Pcmcintah

Dacrah dalam pcncgakan hukulnl

pcnccmaran  lingkungan  olch

kapal tankcr asing yaitu:

dari scgi teknis. yaitu
kurang diketahuinya aturan
khusus bugi pelaksanaan
pengurnpuian dasar data
dan laktl pencemaran laut
oleh limbirh lni]]yak buni
berdasarkan kotentuan
dalafi Cc)ut'enLio otl Ciil
Lidbilitr.kr Oil Pollutiotl
DomdEe I969 dengan
aturan nasional. Maupun,
dari substansi yaDg
diakibatkan

penangeulangan pencemaran

vang bersumber dari kapal
karena mernbuang limbah

ketidaks jnkronan pcraturan
nasional dan ,nrran
intemasional antara CLC
1969 dengan kotentuan
Pasal 89 ayat (l) dan ayai
(2) Unclang-Unclang Nomor
32 Tahur :009 ncngonai
masa tcngga g kadaluarsa
pcllulltutan Santi rugi.

c. Pemerintah Daerah akan
mengalalni kesulitan dalan
penanggulangan
pencemaran yang
dilakukar oleh kapal asing
terutama dalarn rnelakukan
koordinasi yang
bcrhubungan dengan
negara lain karena adaDya

keterbatasan tentaig
kcu,cnangan.

3. Kerja Sama Antar-
Instansi dalam Upa)a
Perlindungan dan
Penegakan Hukum
Lingkungan Lnut di Selat
Malaka
Per-lindungan lingkungan

laut di Selat \,lalaka yang
menrpakan alur pclayaran
intemasional. lraik itu bcrupa

adanya

pcnccgahan maupun

a. Maslh adanva
ketirlaksinkronan anlam
perundangan nasional dan
pemturan intelnasioial yang
mengafur pcnccmaran.

khususnya olch pcnccmaran
miiyak bumi, terutama
tentaig kejelasan siapa yang
berwenang melakukan
pcn:untutan apakah oleh
Pemcrintah Dacrah atau
Pemerintah Pusat.

b. Belum tersosialisasinya
atumr penegakan hukum
pencemaran laut oleh iimbah
maupull tumpahan minyak
bumi dari kapal tanker asing
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urnum. dalam upaya
perlindungan lirgkungarr laut
akan terkait dengan instansi

(IMO,198812)
1 1″ 7′″,■   ●/

′ピ′α″′′″でll`

natal,)

2. Maritime trdnspatt (ci|il)

3. En|iro]lme t protecti)n

1. Coast guard;
5. Nalio al conmittee-

Walaupun di sctlap negara
bcrbeda dalam hal instansi yang
bcrwcnatg, namun yang
diperlukan adalah perliidungan
lingkLrngtrn laut dapat rncncapal
sukscs, sehingga sangal
diperlukan adanya usaha-usaha
koordinasi yang tcrpadu antara
instansi ),ang terkait. Khususnya
dalanr upaya penanggulangall
pe[cemaran ]irrgkungan laut di
Selat Malaka. aka untuk
Indoncsia akan ada bcbcrapa
instansi dan perusahaan yang
terkait yaitu: Pcrhubuigan Laut.
Menteii Negara l.ingkungai
FIidup, Pemedntahan Daerah.
'fentara Nasional lndonesia
Angkatan I-aut, Polisi lerairan
dan Udara (Polairud), Pe amira,
perusahaan pctambangan
minyak lepas pantai, Dircktorat
Jcndeml MIGAS, Maskapal
Angkutan Laut. sepefti PELNI.

hukum
(Sunaryati Hartono, 1996: 9).
Penegakan hukum adalah
proses dilakukamrya upaya
untuk tcgaknya atau
berlungsinya noflra-noflna
hukum secara nyata sebagai
pcdoman perilaku dalam lalu
lintas atau l]ubungan-
hubungan hukum dalam
kehidupan benrasyarakat dan
bcnegara.

Lebih lanjut menurut
Soervardi M., pcngcrtian
ulnum pcncgakan hukum
adalah kegialitn unfuk
melaksanakan atau

memberlakukan ketentuan.
Lebih jauh lagi dijelaskan

(enlorcertent)

∝

nlaupun tumpahan minyak
akibat kccclakaan laut rkan
melibatkan bcrbagai bidang dari
instansi terkait, maupun instansi
lelkiit pada mxsutg-masing
negirc ) ang hcrbrtasll dcngcn
Sclat Malaka. dalam hal ini
Indonesia, Malaysia dan
Singapura yang clapat saja
berbeda-bcda. Narnun secaril

IMPLLllll!\L lSt PlrR,lt tiR;.\ 1,\ TrnI-rlJ1OI-tlZ
DAr" KI,trttl)\(i 1 N D,1[k|H DIL,1M
P L R],I}'D U\(;.1J LA G KI.I)iG.1N LI|UT

dan perusahaan pelalarntl
swasta.

Kctcntuan mcngcnai upa) a
penanggulanean laut sccara
nasional, yaitu Cotl!ig(tict'
P/an pencemaran lingkungan
laut akibat dali turrpahan
minyak. n1aka yang menrrik
untuk diketahui dan dipelajari
tc'rus adalah adanya sifat
pembuktian terbalik clari kasus
pencemamn lingkungan. l'erlu
pula dipelajari atural1 mengenai
cl1s.t Ltction, karcna biasanya
pencemaran lingkungan yang
terjadi mempunyai dampak
luas tehadap masyarakat di
sekitar lingkungan yang
tercemar-.

Koordinasi antara lembaga

Yang nlenangaoi masalah-
masalah lingkungal laut
amatlah penting, tidak h.lnya
untuk menlusull pel aturai
pcrundang-undangan yang
dibutuhkan bagi efektivitas
periindungan lingkungan laur.
tctapi terLltama bagi penegi*an
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bahwa sistem hukum yang baik
ialah menyangkut penl,erasian
antara nilai dengan kaiclah sefta
dengall pe laku nyata (Raida L.
Tobing dan Sriwulan Rios,
1998r 49). Keberhasilan
pclcgakan'hukun temasuk
pcncgakan hukum lingkungan
sangat dipcngaruhi oleh
beberapa fhktor yaitu (Socrjono
Soekanto, 1983: 8):
1. Faktor' hukumnya sendiri,

yaitu undal1g-undal1g.
2. Faktor pelegak hukum,

yakni pihak-plhak yang
membentuk maupun
menerxpkan hukum.

3. faktor sarala atau l'asilitas
vang rncndukung pcncgakan
hukum.

-1. Faktor nasyarakat, yakni
lingkurgan di lnara hukum
terschut hcrlaku alru
diterapkan.

5. Iaktor kebudayaan, yakni
scbagai hasil karya, cipta dan
rasa yang diclasarkan pada

karsa manusia di dalam
pcrgaulan hidup.
Kenyataannya dapat dilihat

bahwa masing-masing instansi
ernpunyai lvewellaig yang

ter-batas dan bclbcda, rnisalnya

instansi di laut dan instansi di
pelabuhan. Sehingga, dipellurkan

dorgan
rnenbentuk koordinator/badan

l ang lebih luas. Sekurang-
kurangrya, badan tersebut harus
rrcrupakan dutharit.y body
dcn-san erlrcrl ya11g men]pu11yai

-.I'r'11 yang dipcrlukan dalam
upava perlindurgan lingkungan
Iaut. Keahlian yang dipcrlukar
alxlaln bidang narine saltage,
ship aperutiotts, meterologt and
o c et to graphy, aircrdfi o pe rat i a n,

scietiific erpertise of' rariolts
kinds, ./isheries, eh,ironment
protectiofi, cir,il engineering,
a legal(IMO,1938:,1-6).

Sebelum tindakan di
lapangan dilakukan. maka hal
yarg harus dilakukan adalah
(lMO, 1988:4-6):
1. Menetapkan koordinasi

opcrasional seluruh instansi
yang terkait dengan

Koordinasi ini dapat
mclibatkan baclan-baclan
(agencies) lain u11tuk

meminta saran, seperti
technica I scienti-fic, la*.ya r,
dan lainlain:

2. Mengidentitlkasi tingkat
risiko wllayah yang tcrkcna
pencemarani

3. Mengidentilikasi beberapa
prioritas bagi daerah pantai

masalah
lingkungall

untuk
perlindungan

per1cemaran

laut.

dilakukan
dan

pembersihan dari
pencemaran:

4. Mengorgarisasikan
kccukupan peralatan
penanggulangan
pencemarilrll sedangkan
tindakan tcrscbut rncliputi
(lMO, I988: 4-6):

rnemungkinkan
rnenyangkut kewenangan

a  Jika

sualu fonnula atilu
dilakukun nksi pencegahai

lancngurang]

penyebarar zat ponccmar
dari sumbcrnya;

b. Jika perairan pada
lingkungan partai tidak
telancitm pencernarai.
maka dilakukan nrr:rltorlag
terhadap lapisan 7,at

penceflal:
c. Usahakan pemulihan

lingkungan laut dad zat
pcncclnarl
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d. Pcrlindungal maksimal
tcrhadap daerah yrrg sensitif
dari zat pencemar (/ic.r.'

tcsources);
e. Pembcrslhan terhadap ga s

pantai;
1'. Atau. beberapa konrbinasi

upaya penanggulangan.
Jika tumpahan zat pencemar

scdikit, naka uprla
pcnanggulangannya dapat
tlilakukan pada tingknt
lokal/nasional. Jlka pcnconaran
yang terjadi berskala besar,

maka upaya pelanggulaigaDn)aL
diperlukan pada tingkat regional
dan tingkat intemasional.

21り
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pcncgakan hukum secara
regional dipcrlhatkan olch
negara-negara Eropa dengan
ditandatanga11irl\a,\1et n o rct n d unt
o/ Und?rstro)ditp a Ptr-1 Stdte
Cotttrol ()ktl) PSC'). Dengan
demikian. diperlukan adanya
kcrvcnangan da badan

mengkoordinrsikan masalah
pcrlindungan lingkungan laut
clengan badan/lnstansr )allg
berwenang dari ncsara lain
(Ronald B. Mitchell, 1995: ,t-5).

Dcngan adaoya koordinasi
terptdu dengan dasar hukunr
yang pasti. lnllku akan tcrhindar
adanya ego sektor'al clari masing-
masing irlstansi sehingga upaya

pcnccmararl
diminimalkan.

dapat

4. Kerja Sama Region{l dan
Intcrnasional dalam
Pcrlindungan dan
Penanggulangan
Pencemaran Laut di
l'erairan Selat Nlalaka
Sclat Malaka mcmpakan

perairan perbatasan antara
hldonesia. Malaysia dar1

Singapura. sehingga apabila
tcrjadj pcocernaran di pcralran
tc$cbut akan memberikan
dampak terhadap kelesta ar
lilgkungan laut bukarl saja

bagi hrdoncsia, tetapi juga
akan membelikan dampak
kepada Nlalaysia dan
Singapura.

Berdasarkan UNCLOS
1982, negara pesertaiya
diwajibkan untuk bckcrja sanra

secara bilateral, regional dan
global baik sccara langsung
ataupun melalui organisasi

rekomendasi praktik se a

prosedur gu11a melindungi dan
mempcrhitungkan keaclaan

regional bersangkutan. Apabila
suatu negara mengetahui
tcntar]g ancarnan atau
pcnccmara lingkungan yang
suclah terjacli di wilayah lintas
batas, negera tersebut harus
membeitahuka[ negaa lain
yang mungkin terccmar dan
organisasi intcrnasional yang
terkait atas peristiwa xncan1ill1

atau pe[cemar'an lir1gkur1gan

laut lintas batas telsebut.
Penjelasan di atas

mcrvajibkar bagi ncgara-
ncgara dan organisasi-

koordinator untuk internasional dalam
nrcrurnuskan aturanaturan.
standar-standar dan

Kcbcrhasilan dalaDr

pencegahan pcnccmaran

lingkungan laut dalat dilakukan.
Jika pun terjadi pencemaran
lingkungan laut. tindakan aksi
dapat scgcra dilakukan. seliigga
zat penccmar jangan sampai
meluus pada rvilavah laut
laimrya. Tinclakan scgcra juga
diperlukan agar dampak clari
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organisasi regiollal/intemasional

)ang berada di wilayah tcrsebut
harus beke{a sama untuk
rnenghilangkan akibat-akibat
penccmaran serta tnencegah atau

rneNpcrkecil " kenrsakan dan

r'ncncrapkan rclcana-reicana
khusus untuk rnenanggulangi
insiden pencemaran liigkungan
laut liltas batas tersebut. Dalam
kailal1 ini, terdapat beberapa
perjanjian kerja sama dalam
upaya perlindungan dan
pemcliharaan lingkungan laut di

Sclat Malaka, scpcrti:
l. Kerj a sama regional:

a. MoU between lfidoncsia-
Mdktysia Sitlgarporc \rith lhe
l4dlac.ct Slraits Countil on

llrc Establishment o.f
Retolving furul Conmittee
yang bertujuan ur1fuk

nembuat skema sumber
d:arta 'on call' atau dalla

talangan apabila terjadi
operasi Pcnanggulangan
penccmaran minyak di laut
yang ber'asal dari tumpahan
kaprl yang bcrlokasi di Sclat
Malaka dan Singapura.

b. MoU lor,'|SE,4N Oil Spill
l?esp.)nse A(tion Plan
(,1SEAN-OSRAP) I 992 yarg
mengaldung butir-butir
kcrja sama, antara lain,
sebagai be kut:

I) Mcningkatkar
kemanpuan negara pcscrta
untuk merespo[ insiden
pcnccmaran minyak di laut
vang terjadi di wilayah
negara-negara ASEAN;

l) Mcnrbentuk skcma
keria sama untuk pembcrian
bantuan yalg saling
mcoguntungkan di antxra

ncgara anggota ASEANi

3) Membuat prosedur
pergclolaan bcncana di
dalam rnerespon insiden
penccmaran minyak di laut
yang te{adi cli rvilayah
ncgara-negara ASEAN;

4) Mernbuat skcma

bantuan ckstemal dan

intemal yang dipcriukan di
dalam lnerespon insiden
penccmala[ ninYak di iaut
yang terjadi di wilayah
ncgara ASEAN. dan lain-
lain.

2. Kerjr sama global:

a. Internation(tl (:o |enlio
an Oil Poll ion
lr'cparulness, Rcsponse

dnd (:oopcraLiott 1990
yang merganLluig butir-
butir kcria sama, antara

lain. sebagai benkut:
l) Mengatur kerja

sarna kesiapsiagaai dalanl
penanggulangai fumpahan
minyak di laut dari kapul,
arljungan lcpas pantai,
pclabuhan laut maufun
fasiltas lain;

2) Membantu negara

berkcmbang untuk
mcnrpersiapkan diri dan
bereaksi tanggap terhadap
insiden-insiden tumpahxn
rninyak di laut, dan lain
lair.

b. lnt?rndtional Conre lioll
on Ciyil l,i1bililJ Jor Oil
l'olllttion Danage (CLL)
li.:n lhe lnlcnlatio al Oil
PollL iotl Ca Pet$atiotl
(IOPC) Funds 19q YaDg
mcnga[dung butir-butir
kcrja sanla, altam lain,
sebagai bcrikut:

1) CLC dimaksudkan
untuk memastikan bahwa
tersedia kompcnsasi yaig
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cukup bagj pihak-pihak yang
terkena dampak pencemaran
laut akihat tumpaban mi0yak
yang bcrasal dar i
kecelakaan-kcccl akaan
kapal;

2) Dalam CLC, kccuali

I tlPL[M EN tAS I PEP-1 ] L?..1 r'. /\ r'llr,\7J /O,\! r
DA N Klill EN|1 NG) \ l).1 I'RA I I DA t.AM
P E RL 1 N D LI NG.1 \' L ],\'G K L' N G AN 1,A LI T

ulldangan tersebut rncrxpakarl
implementasi dad pcraturan
intemasional dcngan jalan

mcratifikasjnya kc dalam
pcraturan pcrundang undangan
nasional dalam bitlang hukum
perlindungan laut.

Dengan diundangkainya
Undal]g-Undang tcntang
Pcmcrintah Dacrah- hal ini
tclah monbcrikan kervenangan
yang sangat luas kepada
Pemerintah Daeral] dalam
melakukan

terbukti bahrva kesalahan
rnutlak berada pada suatu
pihak, terdapat batas
peiranggungjawaban (1imil
ol lnbili\) atas jumlah
kompensasi yang drtanggurlg
oleh pihak-pihak yaig
tcrlibat di dalam suatu
insiden penccmaran laut.
Oleh k:rrena itu lOl'( Ftutdr
rnenyediakan daia tambahan
apabila kcrugian )ang
ditimbulkan melebihi llrrlr ol
liabilit.l y.]i,g diatur didalarn
CLC tcrsehut. dan lain-lain.

Penutup
Indollesia sebagai iegara

pantai yang bcrbatasan dcngan
Selat Malaka yang digunakan
untuk pelayaran intelnasiolrLl.
maka dalam menerapkall
kedaulatan atau lurisdiksinva
harus sesuai dengan ketentuan
yang bcrlaku dergar UNCLOS
1932 dan pcraturarl hukunr
intemasional lainnya. \amun
clenikian. Inclonesia dibolehkan
nrclindungi lingkungar lautn_,-ir

dengan menctapkan ketenfuan-
ketentuan maupun pcnrndang-
undangan khusus guna
mclindungi, mencegah maupun
rnenegakkan hukum lerhadap
terjaclinya penccmaran yang
diakibatkan oleh limbah aupun
tumpahan rninyak dati kapal
talgker yang melakukan lintas
tlansit di Selat Malaka.
Pembuatan peratumn perundaig-

pcrlindu1lgan

bcrkaitan dcngan pcraturan-

pcngclolaan lingkungan hidup
di wilayah lautnya, sehinga
Pemeri[tah Daerah harus dapat
mernanf'aatkan dan rnelindungi
laut secara sungguh-sungguh.

Jik! Peme nlirh Dacralr
yarg belada di sckitar Sclat
Malaka dihadapkan pada
penegakan hukum peicemaran
Iaut akibat limbah dan
tumpahan minyak dari kapal
tankcr asilg di laut di Selat
Malaka. maka Pemerintah
Daerah xkar mengalami
kcndala-kendala yang harus
dihadapi, ha1 ini discbabkan
karena dalam penanggulangan
pellcerna.an di Selat Malaka
yang nlerupakan alur pclayalan
intcmasional yang bcrbatasan
dengan negara lain. yaitu
N{alaysia dai Siigapura, sefla
dalan'i pelaksanaarnya

peraturan
sedangkan

internasional.
kewenangan

Pemerintah Daerah dalanl
hubungan intcmasional ialah
sangat tcrbatas.

Dalam upaya perlindungan
laut maupun penangguiangan
dalam rangka penegakan
hukum terhadap pencemar'an
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laut yang discbabkaD adanya
pembuangan limbah traupun
tumpahan rniryak bumi dari
kapal tanker di Sciat Malaka.

tidak dapat dilakukan secara

sektoral olch salah satu installsl
saja. natrun rnencrlukan adanya

koordinasi scrta pembagian

wewenang antara Pemcrintah
serta instansi yang terkait (sldtre

んο′たo daiam upaya

pcnanggLllangan pcncemalan
tcrsebLlt.

KaLcna perairan Sclat
Malaka berbatasan dengan

legara lain darr ncrupakall
pcrairan yang dijadikan alur
peLeyaran intemasionaLl untuk
lintas transit oleh kapal asing

dari berbagai [egara. maka
pcnalggulangal pencemaran

dalan upaya perlindungan

lingkungan laut di selat teNebut
juga nemcrlukal suatu kcrja
sama rcgional maupun kerja
sutla internasional. * * *
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